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BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas,maka dapat ditarik

kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pada kenyataannya prosedur

pemberian remisi kepada narapidana terorisme ini berbeda dengan narapidana

tindak pidana lain pada umumnya,hal ini mengingat dampak dari kejahatan

terorisme yang mereka timbulkan sangat besar.Dengan dikeluarkannya PP No

28 Tahun 2006 yang merubah ketentuan dalam PP Nomor 32 Tahun 1999

maka syarat-syarat pengajuan remisi bagi narapidana khusus seperti halnya

narapidana terorisme diperketat,dengan adanya PP ini,tidak semua pelaku

teroris dengan mudah mendapatkan remisi.

Di samping itu pemberian remisi bagi narapidana terorisme ini dilakukan

berdasarkan penilaian yang diberikan beberapa pihak terkait.Dalam

memberikan remisi ini,Kemenkumham memberikan orang-orang semacam

wali sebagai pihak yang akan melakukan monitoring secara terus menerus

terhadap tingkah laku dan cara berpikir para pelaku teroris ini.Pihak-pihak

yang melakukan penilaian itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Teroris

(BNPT),Densus 88,Organisasi kemasyarakatan,dan Kejaksaan.

Disamping itu salah satu program yang diterapkan untuk memberantas

kejahatan terorisme adalah dengan mengoptimalkan program Deradikalisasi

kepada narapidana ini selama menjalani masa pidananya,supaya kelak kalau
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narapidana ini bebas dia tidak lagi melakukan tindak pidana terorisme ini

lagi ataupun tindak pidana lainnya.

B. SARAN

Di akhir penulisan ini penulis mencoba memberikan saran mengenai

permasalahan ini yaitu,mengingat kejahatan terorisme memiliki dampak yang

sangat besar dan keberadaan pelakunya sangat berbahaya maka pemberian

remisi ini harus dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian,disamping

prosedur yang telah ditetapkan perlu dipertahankan lebih lanjut.Dan selama

narapidana ini menjalani masa pidannya di LP perlu diterapkan beberapa

program kepada mereka seperti halnya progaram deradikalisasi tadi,hal ini

diupayakn untuk nantinya narapidana ini bebas dan kembali kemasyarakat

tidak lagi mengulangi kejahatan terorisme ini lagi atau kejahatan lainnya

sehingga tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dapat tercapai.
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